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PUTUSAN
Nomor: 0629/Pdt.G/2011/PA.Plh.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Cerai Talak yang diajukan antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH

LAUT, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN

TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi/orang
dekat Pemohon serta bukti-bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 14 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pelaihari dan dicatat dalam register perkara
Nomor 629/Pdt.G/2011/PA.PIh. tanggal 14 Desember 2011, telah
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2000 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari
KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor 86/86/
IV/2000 tanggal 25 April 2000);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN
TANAH LAUT selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah
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dan bertempat tinggal hingga terakhir kumpul bersama
bertempat di rumah milik bersama di KABUPATEN TANAH
LAUT selama lebih kurang 9 tahun. Pada awal pernikahan
tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri (ba’daddukhul) dan
dikaruniai anak 2 orang bernama:

1. ANAK Iumur 11 tahun;

2. ANAK Il umur 7 tahun;

3. Bahwa kurang lebih sejak kelahiran anak pertama antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon suka bermain cinta dengan banyak laki-laki
lain, antara ia dan laki-laki tersebut saling
berkomunikasi melalui HP bahkan pernah bertemu dan
jalan bersama, hal tersebut diketahui Pemohon
berdasarkan pengakuan Termohon;

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman
bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan
sering kepergian Termohon tersebut dalam jangka
waktu yang lama bahkan pernah 1 bulan baru pulang
dan setelah ditanya Termohon pergi untuk mencari
kerja;

c. Termohon kurang memerhatikan Pemohon sehingga
Pemohon merasa tidak dihargai sebagaimana layaknya
seorang suami;

d. Bahwa Termohon sering dinasihati oleh Pemohon akan
tetapi justru malah Pemohon yang dimarahi Termohon;

e. Termohon selalu merasa bahwa apa yang diberikan
oleh Pemohon kepada Termohon adalah menjadi
miliknya tanpa mempertimbangkan keperluan rumah
tangga;

f. Termohon kurang memerhatikan Pemohon dan
anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada
kepentingan rumah tangga;
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4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 April 2011
terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon
yang disebabkan Termohon saling bertelponan melalui HP
dengan laki-laki lain yang mana Pemohon tidak tahu namanya
dan setelah ditegur oleh Pemohon ternyata malah Termohon
yang memarahi Pemohon, kemudian karena merasa tidak tahan
lagi atas sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi
meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon dan atas
pengetahuan Termohon;

5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon,
dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan
tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 8
bulan lamanya;

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah
ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap,
kemudian Majelis berupaya mendamaikan keduanya dan untuk
mengoptimalkan perdamaian tersebut, Majelis dengan persetujuan
kedua belah pihak menunjuk M. Arif, S.Ag.M.SI sebagai
mediatornya, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28
Desember 2011 perdamaian telah gagal mencapai hasil;
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Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Januari
2012 dan tanggal 18 Januri 2012 Termohon tidak pernah hadir lagi
dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan
resmi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk
menghadiri persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan
Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha
meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat
bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/86/IV/2000 tanggal
25 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan
Pelaihari KABUPATEN TANAH LAUT, P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 630103
010773 0015 tanggal 08 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh
Camat Bajuin KABUPATEN TANAH LAUT, P.2;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut
Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-
masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat

tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi
merupakan teman /orang dekat Pemohon;

e Bahwa Pemohon ada mempunyai isteri namanya
TERMOHON,;

e Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan
Termohon karena ia menikah di Jawa;

¢ Bahwa Pemohon dengan Termohon ada mempunyai anak 2
orang;

¢ Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon
kumpul bersama di Desa kemudian pindah ke Desa;

* Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah
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tidak harmonis lagi karena Termohon sering pergi dan
pulangnya tidak menentu;

¢ Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah 7 bulan lamanya;

e Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena Termohon
sering pergi meninggalkan Pemohon, Termohon merasa
nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang dan
Termohon suka bermain cinta dengan laki-laki lain;

¢ Bahwa selama mereka berpisah tidak seorangpun dari
keluarga masing-masing yang berupaya untuk
mendamaikan Pemohon dan Termohon;

e Bahwa saksi sering menasihati mereka, akan tetapi kata
Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi;

e Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2.SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, yang telah
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman
dekat dengan Pemohon;

e Bahwa Pemohon ada mempunyai isteri namanya
TERMOHON,;

e Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 10 tahun yang
lalu dan sudah mempunyai 2 orang anak;

¢ Bahwa setelah menikah mereka kumpul di Desa kemudian
pindah ke Desa;

¢ Bahwa kondisi rumah tangganya sering bertengkar sejak
punya anak 1, saksi melihat dan mendengar sendiri mereka
bertengkar;

e Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Termohon sering
keluar rumah katanya mau kerja, tetapi tidak ada hasilnya,
dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dan anaknya;

¢ Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah

berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, Pemohon pergi
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kerumah orangtuanya dengan anaknya sedangkan
Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

e Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya
kumpul dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena
Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;

- bahwa saksi selaku teman/orang dekat Pemohon tidak
sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut
Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan
sepenuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan
kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan maksud
permohonannya semula, menyatakan mencukupkan dengan
keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya tidak
akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar
perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam
putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang
kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan
Pemohon yang telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen
di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1)
huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang
Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus
dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan
sebagaimana ternyata dalam surat bukti P.1 serta dikuatkan
dengan keterangan para saksi di persidangan harus dinyatakan
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terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat
dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan
wewenang Pengadilan Agama Pelaihari, karena Pemohon dan
Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di
Kantor Urusan Agama, juga Termohon bertempat tinggal di wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karenanya permohonan
tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50
tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No.
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA
No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras
mendamaikan Pemohon dan Termohon dan untuk mengoptimalkan
usaha perdamaian tersebut, dengan kesepakatan kedua belah
pihak Majelis telah menunjuk MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI
sebagai mediator dalam upaya perdamaian tersebut, dan menurut
laporan hasil mediasi yang disampaikan kepada Majelis Hakim
tanggal 28 Desember 2011, perdamaian gagal mencapai hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah
datang menghadap pada persidangan pertama, akan tetapi tidak
pernah datang lagi pada sidang-sidang berikutnya padahal telah
dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara
ini dapat diputus dengan contradictoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan
Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan
persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah
bahwa Termohon suka bermain cinta dengan banyak laki-laki lain,
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Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa
seizin dan sepengatahuan Pemohon dan pulangnya pernah sampai
1 bulan baru pulang, Termohon kurang memperhatikan Pemohon
dan anaknya, jika dinasehati Termohon malah marah kepada
Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus
antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun
1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga
dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang
adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah
menghadirkan dua orang saksi yaitu SARPAN bin RASIMAN dan
SUWITO bin WARDI, yang masing-masing di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas,
didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya
sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat
diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi
tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan
Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat permohonannya di
persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan
yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Pelaihari pada
tanggal 22 Maret 2000;

- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon baik-baik saja, namun setelah lahir anak yang
pertama mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka
berpacaran dengan laki-laki lain, sering meninggalkan rumah
kediaman bersama dan pulangnya pernah 1 bulan baru pulang,
Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, jika
dinasehati malah Termohon marah kepada Pemohon;
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- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya karena tidak
tahan dengan sikap dan kelakuan Termohon Pemohon pergi
meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon,
sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah
kurang lebih 7 bulan lamanya;

- bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya
pasangan suami isteri, para saksi sudah memberi nasehat
kepada Pemohon tetapi tidak berhasil mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,
Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah
terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan Termohon suka
bermain cinta dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan
rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengatahuan
Pemohon dan pulangnya pernah sampai 1 bulan baru pulang,
Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, jika
dinasehati Termohon malah marah kepada Pemohon, dalam hal
ini Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah pacah sehingga untuk membina rumah tangga
yang bahagia dan kekal, serta sakinah mawaddah warohmah
sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak
tercapai;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan
tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan para saksi/
orang dekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon
dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi keluarga/orang
dekat Pemohon tersebut menyatakan tidak sanggup lagi
mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat
bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai pasal
70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
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pasal 116 huruf (f) Kopilasi Hukum Islam, karenanya permohonan
Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan
dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang
berbunyi :

oz Hl bl O laiai o> & Wall p Ui o MY lis| 24
azoll alaJl quai pizs ahe Yy mai L9 rais a2 ol
ol sle oS Ol o lizoyleiw Y OY 7o, ,E 9o Bug0
alasdl g, oLl Iamg 3 sgall xadl az g il
Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah
hampa, karena meneruskan  perkawinan berarti
menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang
berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan
dengan keadilan”.
Dan firman Allah Taala dalam surah Al Bagarah ayat 227
yang berbunyi:
pals gromw alll 98 3l lgo s Olg
Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui;
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk
menceraikan Termohon tidak bertentangan pula dengan Hadits
Rasulullah SAW yang berbunyi:

e Ll saslly J ) L 9ol

Artinya: “Talak itu ditangan laki-laki (suami) dan iddah bagi
perempuan (isteri)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya
telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin
lagi untuk dapat di damaikan, maka alasan permohonan Pemohon
untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak
melawan hukum sesuai maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi
Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun
2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009,
maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-
undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara
ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang
Pengadilan Agama Pelaihari;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari
untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon
dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 286.000.00 (dua
ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18
Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H.,
oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua,
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MOH. JATIM, S.Ag., S.H., dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H.
SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,
ttd.

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
MOH. JATIM, S.A.g. Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.
T

Panitera Pengganti,
ttd.

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp

30.000.00
2. Biaya Administrasi RP
50.000.00
3. Biaya Panggilan Rp
195.000.00
4. Redaksi Rp 5.000.00
5. Meterai Rp
6.000.00
Jumlah Rp 286.000.0
0
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